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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan skripsi ini terhadap 

2 pokok permasalahan, maka dari hasil penelitian berdasarkan 2 pokok 

tersebut dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  

1. Status hukum berdasarkan putusan hakim Pengadilan Negeri Nomor 

Pekara: 508/PDT.P/2022/PN JKT. SEL. Tentang perkawinan beda 

agama. Secara yuridisnya dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang 

Perkawinan yang dimana perkawinan tersebut dapat dikatakan sah 

apabila dilakukan menurut agamanya masing-masing dan 

kepercayaannya. Maka perkawinan tersebut seharusnya dibatalkan. 

Menimbang, turunan dari Undang-Undang Perkawinan ialah 

Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan negara 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan beda agama 

tersebut dapat dibatalkan demi hukum negara dan hukum agama, 

perkawinan tersebut memang telah dilangsungkan tetapi hanya 

sebatas beracara dan untuk menghindari tekanan sosial.  

2. Dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan beda agama tersebut 

dapat mempengaruhi keturunan, keluarga, psikologi, sosial 

masyarakat, dan agama. Dampak yang timbul tersebut tidak 

memberikan kejelasan terhadap anak. Konsekuensi terhadap anak 

ialah anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah 

biologisnya, maka anak tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah 
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dari ayah biologisnya dan ketika anak tersebut berjenis kelamin 

perempuan maka ayahnya tidak dapat menjadi wali dalam 

perkawinannya. Psikologi setelah perkawinan juga menjadi 

persoalan mengingat akan timbulnya konflik dikemudian hari akibat 

kepercayaan yang berbeda-beda ini, baik dari konflik batin, jiwa, dan 

anak serta keluarga. Anak tersebut juga mengalami goncangan hebat 

di dalam jiwanya ketika ia disuruh memilih agama mana yang akan 

ia imani dan dipercayai. Tekanan sosial dari masyarakat akibat 

prasangka buruk akan mengakibatkan pengucilan dan pengasingan 

terhadap pasangan beda agama ini, apa lagi pasangan tersebut 

tinggal didaerah yang menerapkan aturan agama sebagai aturan 

daerah tersebut. Dapat dikatakan perkawinan beda agama ini lebih 

banyak mafsadahnya ketimbang maslahatnya.  

B. Saran 

Berdasarkan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan maka penulis 

memaparkan saran yang sekiranya dapat menjadi solusi dikemudian 

harinya, yaitu: 

1. Untuk menghilangkan problem dualisme dalam perkawinan beda 

agama tentang aturan perkawinan beda agama yang dimana Undang-

Undang Perkawinan melarang praktik perkawinan beda agama, akan 

tetapi terbuka peluang untuk melaksanakan atau pengesahan 

perkawinan beda agama melalui Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-

Undang Administrasi Kependudukan. Pasal 35 Undang-Undang 

Administrasi Kependudukan harus di uji kembali secara meterill 
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(Judicial review) di Mahkamah Konstitusi dan/atau paling tidak 

Undang-Undang Perkawinan harus diperbarui (direvisi), sebab 

terindikasi muatan dalam pasal tersebut berbenturan atau adanya 

penyimpangan atau pertentangan norma khususnya dalam Pasal 2 

Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 29 UUD 1945. 

2. Muatan dalam Undang-Undang Perkawinan juga harus diadakan 

penyempurnaan, mengingat tidak ada kejelasan atau ketegasan 

mengenai kepastian hukum (Rechtmatigheld) perkawinan beda 

agama sehingga tidak menimbulkan perdebatan dikalangan 

masyarakat, pemuka agama, dan ahli hukum. Konstitusi diharapkan 

untuk dapat memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan 

keadilan kepada orang yang akan melangsungkan perkawinan beda 

agama. 

3. Dampak perkawinan beda agama tidak bisa dihindari akibat tidak 

adanya kepastian hukum oleh konstitusi atau yuridis terkait 

perkawinan beda agama. Maka dampak tersebut tidak bisa 

dielakkan, untuk mencegah konflik tersebut terjadi maka sebaik-

baiknya perkawinan beda agama harus dihindari. Jika perkawinan 

beda agama tidak bisa dihindari maka salah satu jalan agar pasangan 

tersebut mendapat kepastian hukum ialah salah satu pasangan 

tersebut harus memilih salah satu agama dari pasangannya. Tapi 

keterpaksaan seseorang dalam memilih agama tidak dapat kita 

tekankan secara keras, karena kehendak individu dalam memilih 

agama telah diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Hak Asasi 
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Manusia dan Pasal 28 E UUD 1945.  Dan untuk mencegah dampak 

sosial masyarakat, maka pemerintah, kedinasan, dan lembaga sosial 

harus memberikan penyuluhan atau mengkampanyekan tentang 

pentingnya toleransi dan hidup damai dalam perbedaan mengingat 

negara Indonesia adalah negara yang heterogen. 
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